
DPRD NTB Salurkan Bansos Rp6,5 Miliar Untuk Warga Terdampak COVID-19
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Mataram (Inside Lombok) – DPRD Nusa Tenggara Barat akan menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako senilai Rp6,5 miliar untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 di provinsi itu.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaedah mengatakan bantuan sosial dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tersebut di khususkan kepada masyarakat atau konstituen di masing-masing daerah pemilihan (Dapil) para wakil rakyat yang terdampak akibat COVID-19.
“InsyaAllah minggu-minggu ini kita salurkan. Nilainya satu paket sembako Rp100 ribu,” ujarnya di Mataram, Rabu.
Isvie menjelaskan, paket yang dibagi oleh 65 anggota DPRD NTB di luar paket JPS Gemilang yang disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov NTB). Jumlahnya pun bervariasi antara 900-1000 paket bagi para anggota DPRD setempat.
“JPS DPRD NTB ini beda dengan JPS Gemilang yang disalurkan Pemprov NTB. Karena, paket kami ini sesuai juklak dan juknisnya hanya berisikan beras 5 kg, minyak 1 liter dan mie instan sebanyak tujuh bungkus, sehingga nilainya Rp100 ribu per paket,” jelas Isvie.
Sekretaris DPD Golkar NTB itu, mengatakan, dana total mengadakan paket JPS DPRD NTB mencapai Rp6,5 miliar. Di mana, dana itu bersumber dari penyisiran anggaran di Sekretariat DPRD.
“Kalau teknis kenapa tidak pakai uang. Silahkan tanya ke PPK di Sekretariat DPRD NTB. Pastinya, nama-nama penerima bantuan JPS DPRD sudah diverifikasi yang bukan memperoleh bantuan apapun, baik dari pemerintah pusat, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD NTB H Mori Hanafi yang mengatakan, bahwa bantuan sembako DPRD NTB dikhususkan untuk konstituen anggota dewan yang ada di dapilnya masing-masing.
“Ini untuk mereka yang terkena dampak COVID-19. Jadi program bantuan DPRD NTB ini di luar dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi kalau sudah dapat dari bantuan pusat atau provinsi kabupaten kota tidak boleh lagi terima bantuan dari DPRD,” jelasnya. (Ant)

Catatan
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan percepatan penanganan pandemic covid-19 di Nusa Tenggara Barat. Dalam peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2020 tentang Pedoman umum penanganan covid 19 pemerintah provinsi NTB dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b menayatkan bahwa salah satu arah kebijakan penanganan covid adalah belanja jarring pengaman sosial (JPS). [footnoteRef:1] [1:  Pasal 4, huruf b (3) Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat] 

lebih lanjut Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan di masa darurat Covid-19. Dengan total pagu anggaran JPS Gemilang senilai Rp 80 miliar. “Untuk teknis pengadaan dan distribusi paket JPS Gemilang dilakukan oleh tiga dinas. Dinas Sosial Provinsi NTB bertanggung jawab untuk pengadaan dan distribusi beras, telur dan minyak goreng pabrikan. Sementara minyak kelapa jeleng hasil produksi IKM NTB dan paket suplemen lainnya seperti susu kedelai, teh kelor, minyak cengkeh/kayu putih diadakan oleh Dinas Perindustrian NTB. Sedangkan masker non medis produksi UKM NTB oleh Dinas Koperasi UKM NTB,” ujar Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Dra T Wismaningsih Drajadiah.[footnoteRef:2] [2:  https://radarlombok.co.id/mekanisme-pembagian-jps-gemilang-desa-titik-awal-distribusi.html/28/4/2020] 
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